BAB IV

ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA
SURABAYA DAN PTA JATIM TENTANG H}AD}A>NAH

A. Analisis Terhadap Dasar Putusan Hakim PA Surabaya dan PTA Surabaya
Menurut pandangan penulis, dasar putusan PA Swuaabaynberikan hak
asuh anak yang belum mumayyiz kepada suami (Peatgyang semula diasuh
oleh isteri (Tergugat) sudah sesuai dengan undadgng yang berlaku, hanya
saja putusan tersebut kurang tepat dalam hukumilfoy@n karena Penggugat
telah merubah pokok gugatan yang bisa menjadikais jeerkaranya berbeda

sehingga acaranyapun berbeda.

Sedangkan dasar putusan PTA Surabaya sendiri ¢ermalil gugatan
penggugat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukdamah kurang tepat, karena
dalam surat gugatan Penggugat dengan jelas me@elémhwa Tergugat telah
memutuskan hubungan silaturrahmi atau kasih sagataya ayah dengan anak
kandungnya sendiri, yang mana hal tersebut termgmrkuatan melanggar
hukum. Akan tetapi, dasar putusan PTA mengenaibpaéan pokok gugatan
adalah sudah tepat karena Penggugat telah menguustian hak asuh anak
(penguasaan terhadap anak) menjadi gugatan peralilek asuh anak

(pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak).
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Dalam hal pengasuhan anak, UU No.1 Tahun 1974 tetatgatur tentang
tata caranya, baik saat suami-isteri masih memik&tan perkawinan maupun
setelah terjadinya perceraian.

Adapun bagi pasangan suami-isteri yang telah barcaeraka mereka
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakrayeasebagaimana pasal
45 (2) UU No.1 Tahun 1974. Perceraian yang teifjetidaknya jangan sampai
memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan darepdrkngan anak di masa

yang akan datang.

Apabila salah seorang atau kedua orang tua tidpltdaelaksanakan
kewajibannya atau terbukti berkelakuan buruk sekadika kekuasannya terhadap
seorang anak dapat dicabut sebagaimana dalam uatepasal 49 ayat (1) UU
No.1 Tahun 1974.

Dalam KHI pasal 105 menjelaskan bahwa ibu mendapatitas utama
untuk mengasuh anak selama anak tersebut belum ygimadau belum berumur
12 tahun. Meskipun pemeliharaan anak setelah teygaderaian oleh ibu, namun
biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan ayafiayeygung jawab seorang
ayah tidak akan hilang karena terjadi perceraigrabla anak sudah mumayyiz,

maka anak disuruh memilih kepada siapa di antaah dgn ibunya dia akan ikut.

Pasal-pasal KHI tentandp}ad}a>nah menegaskan bahwa kewajiban

pengasuhan material dan non material merupakanhdliayang tidak dapat
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dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugiagas yang harus diemban

kedua orang tua meskipun mereka berpisah. Anak pehgn mumayyiz tetap

diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjagljtag jawab ayahnya.
Selain itu, KHI juga menjelaskan tentang akibatupoya perkawinan
karena perceraian dalam Pasal 156 yang berbunyi:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatk¥ad}a>nah dari ibunya,
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, makaukkdgkannya digantikan
oleh:

1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu;

2) Ayah;

3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayabh;

4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis sangangbu;
6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis sangarngyah.

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mpatanh}ad}a>nah
dari ayah atau ibunya;

c. Apabila pemegandp}ad}a>nah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah lfad}a>nah telah
dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang beksday Pengadilan
Agama dapat memindahkan hdkad}a>nah kepada kerabat lain yang

mempunyai hak}ad}a>nahpula;
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Menurut KHI pasal 109 menyebutkan bahwa Pengadlgama dapat
mencabut hak perwalian seseorang atau badan hulemnemindahkannya
kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya b#h t®rsebut pemabuk,
penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atamyalehgunakan hak dan
wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang \@rada di bawah
perwaliannya.

Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingak tetap di atas
segala-galanya. Artinya semangat UUP dan KHI sarmgapihak kepada
kepentingan dan masa depan anak.

Dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesi2Ndahun 2002
tentang perlindungan anak disebutkan bahwa :

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggawgb untuk
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampukat tan

minatnnya; dan
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

( 2 ) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidaletdkui keberadaannya, atau
karena suatu sebab, tidak melaksanakan kewajibatadggung jawabnya,
maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dudgbada ayat (1)
dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanaksumaselengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Jadi karena gugatan hak asuh anak yang diajukarggbBgat ke
Pengadilan Agama Surabaya tersebut tidak sesugaddrukum formilnya, maka
Hakim PTA Surabaya menilai bahwa putusan PA Sumalessebut batal demi

hukum.

. Analisis Terhadap Perbedaan Alasan PA Surabaya dan PTA Surabaya

PA maupun PTA merupakan Pengadilan yang berkedundskdagai
judex facti,artinya Pengadilan yang mempunyai kewenangan yanta Slalam
memeriksa fakta-fakta hukum yang terjadi secaraelkeshan dalam suatu
gugatan- Boleh jadi PA atau PTA berbeda dalam menilai fdlida tersebut,

sehingga putusan yang diberikan juga akan berbeda.

Dalam menilai fakta-fakta hukum yang terjadi, PA&aya memutuskan
hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepaatygugat dikarenakan
Tergugat tidak bisa berlaku amanah. Sedangkan Pdrab8&ya membatalkan
putusan PA tersebut dan menyerahkan kembali hak asak yang belum
mumayyiz kepada Tergugat dikarenakan dalil gug&anggugat tidak jelas,
Penggugat telah merubah pokok gugatan, dan gugatatntiak berdasarkan

hukum.

Putusan PA Surabaya tersebut lebih menitikberdtkpada kemaslahatan

anak sesuai dengan tujuan UU No.1 Tahun 1974 danpKasi Hukum Islam

1 A. Rasyid RoihanHukum Acara Peradilan Agama
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serta Undang-undang Republik Indonesia No0.23 Tai002 tentang

perlindungan anak, karena Tergugat dipandang dagatberikan dampak negatif
kepada anaknya dengan sifatnya yang tidak amanem fetapi, PA Surabaya
telah mengenyampingkan perubahan pokok gugatan yaglgnggar hukum

formil.

Sedangkan putusan PTA Surabaya meluruskan PA Saraleagan lebih
memperhatikan perubahan pokok gugatan yang melahggam formil daripada
kemaslahatan anak itu sendiri. Menurut PTA Surabaljam memutuskan
perkara hal yang lebih diutamakan adalah hukum ifoya Apabila dalam
memutuskan perkara itu tidak memenuhi hukum forméka putusan tersebut

harus dibatalkan.

Jadi perbedaan putusan PA dan PTA Surabaya adaalsuPabaya
memutus perkara hak asuh anak tersebut berdasdridenm materiilnya,
sedangkan PTA Surabaya sendiri memutuskan perlkasebut berdasarkan
hukum formilnya, yaitu berdasarkan Yurisprudensi hklemah Agung RI.
Register No.4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 19%8isjgrudensi Mahkamah
Agung RI. Register No0.226K/Sip/1973 tanggal 27 @kto 1975, dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.239p/68.
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C. AnalissHukum Islam Terhadap Putusan PA Surabaya dan PTA Surabaya
Dalam hukum Islam, hal yang dijadikan pertimbangam memutus
hukum pada sengketh}ad}a>nah adalah kemaslahatan anak itu sendiri, di
samping kemaslahatan ibu dan ayahnya. Jadi meskgup lebih berhak adalah
ibu, namun apabila ibu dipandang tidak mampu kamretu sebab sehingga
terlarang haknya untuk diutamakan, maka hakim dapanhberikan pengasuhan
itu kepada selain ibu. Ketentuan hukum Islam tersaetapat dipahami dari

beberapa hadis Nabi yang telah diuraikan padalldilatas.

Majelis Hakim yang menangani kasus seperti ini $aru
mempertimbangkanmoral justice legal justice serta pertimbangan keadilan
lain secarakomprehensjfdiantaranya adalah pertimbangan sisi maslahah bag
bapak dan ibu tersebut, serta maslahah bagi artak orasa sekarang dan masa

yang akan datang.

Putusan hakim Pengadilan Agama yang berkerdamgan sengketa
had}a>nah haruslah lebih mengedepankan maslahah. Asagsnai dengan
Pasal 1 ayat (12) Undang-undang nomor 23 T&k@R tentang Perlindungan
Anak. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan mdspan anak tidak tereduksi

oleh kepentingan sesaat dari orang tua ydag bertangungjawab.

Dalam kasus ini Tergugat terbukti bahwa Terguggtksadanya putusan

peninjauan kembali Mahkamah Agung RI. tertanggalQl@ober 2005 sampai
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putusan itu dijatuhkan oleh PA Surabaya, Terguglabhtmemutuskan hubungan
silaturrahmi atau kasih sayang antara ayah denuankandungnya sendiri.
Sikap dan perilaku memutuskan hubungan silaturrahmtara sesama
muslim, lebih-lebih antara ayah dengan anaknyaahdatrbuatan dan sikap yang
bertentangan dengan norma-norma Islam sebagainsdota Nabi SAW yang
berbunyi:
Sl UA 106 Lo s [ 8 oGl U S8 B A A O LA s Y
“Sesama muslim tidak boleh mengabaikan saudaratwa diari tiga hari, ketika
bertemu tidak boleh saling mengalihkan pandangangypaling baik di antara
keduanya adalah yang memulai sat
Di samping itu, Nabi SAW juga mengancam orang-orayeng

memutuskan hubungan silaturrahmi dengan ancamai tisa masuk surga,

sebagaimana sabdanya:

RNE ) 10y

“Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hgésilaturrahmi”?

Selain itu, para ulama’ juga mensyaratkan bahwaasgopengasuh itu
harus amanah dan berbudi. Orang yang curang titak dagi anak kecil dan ia
tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewaafipa dengan baik. Terlebih
lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelalsggperti kelakuan orang yang

curang ini.

2 Abu> Da>wud Sulaima>rSunan Abu> Da>wudluz I, h.284
3 Tirmizliy, at-,Sunan At- Tirmiz|iyJuz IIl, h.364
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Menurut Wahbah az-Zuh}ailiy (guru besar figih Islagin Universitas
Damascus, Suriah) haiad}a>nah itu adalah hak berserikat antara ibu, ayah,
dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara &etigang ini, maka yang
diprioritaskan adalah hak anak yang diaSuh.

Tujuan puncak adanya hukum Islam adalah untuk Kemz@zsn yang
hakiki, di mana kemaslahatan itu mengacu terhaohag hal yang diantaranya
adalah menjaga akal dan keturunan. Dalam hal iegrasg hakim harus
mempertimbangkan kemaslahatan anak. Oleh karengudar memiliki sifat
yang bertentangan dengan norma-norma Islam yangt dapmpengaruhi jiwa
dan kepribadian anaknya, maka sudah seharusnyaaswtk anak itu beralih

kepada Penggugat.

Dalam putusan PA Surabaya dan PTA Surabaya terdapgterkara yang
saling berlawanan, yaitu perintah untuk mencegatuskdan dengan menjaga
kemaslahatan anak dan mengharuskan untuk mentaatiermtah dengan
melaksanakan semua undang-undang yang berlaktatiaaya adalah hukum
formil. Dalam menyelesaikan kasus seperti ini yéwagus didahulukan adalah
mencegah kerusakan dengan menjaga kemaslahatanHalaki sesuai dengan
kaidah figh yang berbunyi:

SUEE el sl e

“Apabila antara yang mencegah dan yang mengharuskarilawanan, maka
didahulukan yang mencegaf”

* Wahbah az-Zuh}ailiyAl-Fighu al-Isla>miy wa AdillatuhuJuz X, h.7297
® Muchlis UsmanKaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fighiyah.147
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Menurut pandangan pribadi penulis, ayahlah yangddemengasuh dan
memelihara anak karena tujuan da@ad}a>nah adalah untuk kemaslahatan dan
kesejahteraan anak. Hal ini sesuai dengan tujuanyadhukum Islam, UU No.1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Undamgang Republik
Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungahk.ana

Jadi PA Surabaya dalam memutuskan sendieida>nahtersebut lebih
sesuai dengan hukum Islam daripada PTA Surabayen&aang dititikberatkan

oleh PA Surabaya dalam masalah ini adalah kemdatahaak itu sendiri.



